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ABSTRACT
This study aims to describe the regulation of the application of law in handling covid-19 that occurred in Indonesia. The method used is normative juridical by examining the laws and regulations used to overcome the handling of covid-19 in Indonesia. Goverment officials in carrying out their policies are in accordance with the laws and regulations regarding the handling of covid-19. Regulations governing its implementation in handling covid-19 at this time.With this regulation, lawbreakers or the community have become deterrent or not with the application of sanctions. Regulations governing the application of law in the handling of covid-19 in Indonesia, until now there is stil a need for reform in the field of law with the aim that law can be felt by the community, namely the existence of legal certainty, justice and benefits for the community.  
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ABSTRAK 
Penelitian bertujuan untuk mendiskripsikan tentang  regulasi pengaturan penerapan hukum dalam penanganan covid -19 yang terjadi di Indonesia. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk mengatasi adanya penanganan covid -19 di Indonesia. Aparat Pemerintah dalam menjalankan kebijakannya  sudah sesuai atau belum  dengan peraturan perundang-undangan tentang penanganan covid-19. Regulasi  pengaturan pelaksanaannya dalam penanganan covid-19 pada saat ini. Dengan adanya regulasi pengaturan tersebut para pelanggar hukum atau masyarakat  sudah  menjadi jera atau belum  dengan penerapan sanksinya. Regulasi pengaturan penerapan hukum dalam penanganan covid-19 di Indonesia sampai saat ini masih perlu adanya pembaharuan dibidang hukum,  dengan tujuan agar hukum dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu adanya kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat.
Kata kunci : Regulasi pengaturan, penerapan hukum, Covid-19, Pemerintah dan masyarakat.

PENDAHULUAN
Wabah covid-19 yang sudah meresahkan kehidupan bangsa-bangsa secara global diseluh dunia, semua merasakan dampak atau akibatnya yang akan menghambat semua aktifitas atau kegiatan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu harus bisa segera ditangani agar wabah covid-19 bisa hilang oleh pemerintah masing-masing yang terjangkit wabah covid-19. Wabah penyakit covid-19 dapat melumpuhkan semua kegiatan bahkan mengancam dibidang pertahanan negara, dan juga dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan , hukum, politik dan sosial lainnya terhambat dan bahkan merusak tatanan dan kehidupan masyarakat . Sehingga wabah penyakit covid-19 agar bisa diatasi disemua bidang dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu adanya penataan kembali menuju era baru dalam tatanan kehidupan. Untuk menangani hal tersebut maka perlu adanya suatu regulasi pengaturan disemua bidang, dengan tujuan  ada rasa keadilan didalam masyarakat serta dapat terpenuhinya semua  kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan tugas pemerintah semakin berat yaitu bagaimana caranya covid-19 hilang dan tidak menular lagi, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan masyarakat merasa tentram dan damai, sehingga harus ada tatanan kehidupan yang baru normal , tugas pemerintah   memberi acuan untuk berfikir untuk menyelesaikannya dengan segera dan harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak lagi.
 Menurut Dadan Umar Daihani, DEA1 dalam (Top Ten Countries infected with covid-19 , WHO coronavirus (Covid-19) Dashboard , Situation by Region ,Country, Teritory & Area ) , secara global per tanggal 5 September 2021, kasus secara kumulatif total 218.946.836 kasus, kasus baru sebanyak 687.832 kasus, kematian total 4.539.723 kasus, dan kematian pada hari itu sebanyak 11.438 kasus. Dan 10 negara tertinggi kasusnya yaitu Amerika Serikat 39.300.270 kasus, India 32.903.289 kasus, Brazil 20.804.215 kasus, Rusia 6.975.174 kasus, Inggris 6.862.908 kasus, Perancis 6.605.354 kasus , Turkey 6.435.773 kasus, Argentina 5.190.948 kasus, Iran (Islamic Republik) 5.055.512 kasus dan yang terakhir ke sepuluh Colombia 4.911.082 kasus. Sedangkan untuk Indonesia rangking 13 dunia, secara total 4.116.890 kasus, tambahan kasus baru sebanyak 7.797 kasus, kematian total 134.930 kasus, dan tambahan kematian pada saat itu sebanyak 574 kasus. Dengan hal tersebut menunjukan bahwa kasus covid-19 secara global harus bisa ditangani secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena untuk bekerjanya regulasi penanganan ada 3 (tiga) elemen pokok yaitu sistem hukum menurut Lawrence M.Seidman, agar hukum itu bisa bekerja dan berjalan dengan baik membutuhkan 3(tiga) elemen yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, hal ini harus saling sinergis dan berjalan bersama-sama, ketika tidak ada satu elemen maka kondisinya akan kurang sempurna. Begitu juga dalam pengaturan penanganan covid-19, disini antara pemerintah sebagai pembuat regulasi perundang-undangan dengan masyarakat sebagai budaya hukum harus terjalin hubungan yang harmonis dan ada sinkronisasi, sehingga penanganan dapat berjalan secara efektif. 


1 Dadan Umar Daihani, DEA, 2021, Webinar International Toward New Era In The Legal Order Universitas 17 Agustus Semarang, Lemhanas Jakarta
Covid-19 yang secara global diseluruh dunia, semua masyarakat merasakan akibatnya, tidak hanya dibidang kesehatan yang terhenti kegiatannya, sektor lainpun terhenti bahkan ada yang lumpuh total seperti di negara India, dan semua kegiatan tidak bisa berjalan, yaitu bidang ekonomi, pendidikan dan sektor keagamaan, kasus Covid-19 varian Delta,  semakin bertambah dan menimbulkan kematian yang tinggi. Berikut menurut Dadan Umar Daihani, DEA, 2 (The Covid-19 in Indonesia) Up date : 04 September 2021, kasus Covid-19 dari 14 propinsi /kabupaten/kota antara lain yaitu DKI Jakarta 852.389 kasus, Jawa Barat 694.359 kasus, Jawa Tengah 472.651 kasus, Jawa Timur 386.612 kasus, Kalimantan Timur 152.428 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 151.404 kasus, Banten 129.657 kasus, Riau 124.727 kasus, Bali 108.304 kasus, Sulawesi Selatan 105.690 kasus, Sumatra Utara 98.822 kasus, Sumatra Barat 87.373 kasus, Kalimantan Selatan 67.013 kasus dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 60.263 kasus. Dengan demikian maka berdasarkan kasus covid-19 tersebut diatas yang ada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlu adanya penanganan baik oleh pemerintah pusat dan daerah , untuk bersama-sama masyarakat menangani secara efektif dan efisien dan tidak menular kewilayah lain. Covid-19 banyak menyitatempat,  waktu,  dan ruang , untuk menyelesaikannya agar tidak menular yang lebih luas, cara penanganan termasuk dampak yang ditimbulkannya. Pemerintah selalu berusaha agar masyarakat segera terbebas dari covid-19 yang mematikan itu. Kondisi masyarakat semakin cemas dan dihantui adanya perasaan takut, tidak bisa beraktifitas, serta menurunkan mental dan morality sehingga menurunnya imunitas kesehatan. Tak jarang masyarakat yang merasa takut dan trauma dari segi mental, spiritual tidak bisa berjalan normal bahkan perekonomian, pendidikan, peribadatan menjadi tutup total. Terbatasnya sistem ekonomi mengakibatkan masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, masjid tutup masyarakat beribadat dirumah, dan sementara pendidikan juga berjalan secara daring. Hal ini merupakan suatu usaha yang telah terjadi diera pandemi covid-19.  Tentunya dalam kehidupan bermasyarakat dari desa, kota kabupaten, kota provinsi, bahkan ibu kota mengalami hal yang serupa, yaitu baik dibidang ekonomi, pendidikan, peribadatan dan semua tidak bisa berjalan efektif. Dari kehidupan yang dialami sehari-hari masyarakat merasa jenuh dan takut terhadap kondisi yang ada. Covid-19 terdapat beberapa varian yaitu yang pertama datang dari negara Cina (Wuhan), kemudian ada varian dari negara India yaitu varian Delta (varian Delta SARS-Cov-2), dan akhir-akhir ini ada varian baru yaitu varian Mu atau para ilmuwan menyebut B.1621. Wabah covid-19 dari berbagai varian adalah dapat mengakibatkan kematian. Hal ini perlu adanya penanganan secara serius dan berkelanjutan, karena covid-19 ini berjalan cepat penularaanya dan mematikan, sedangkan penanganaanya terhadap virus tersebut memerlukan waktu yang cukup lama bahkan berminggu-minggu dalam penyembuhannya. Sehingga  tidak sedikit masyarakat yang mengalami gejala positip dan merasa biasa saja, sesak nafas dan tidak sempat dirawat dirumah sakit akhirnya meninggal dunia. Gejala semacam ini dirasakan oleh masyarakat dan yang lebih berbahaya ketika para penderita mempunyai penyakit bawaan seperti diabets, asma, paru-paru kronis, darah tinggi dan penyakit lainnya yang bisa menimbulkan kematian. Dari berbagai varian covid-19 yang ada diharapkan masyarakat , apa bila merasa ada gejala agar segera melaporkan ke pemerintah desa setempat dimulai dari Rukun Tangga (RT), Rukun Warga (RW) dan ke desa , serta dibawa ke puskesmas terdekat.  

2 Ibid
 Hal ini cara untuk mengantisipasi adanya penyakit yang ditularkan. Sejalan dengan hal tersebut disampaikan dalam Bisnis Com, oleh satgas penanganan covid-19 mengingatkan agar masyarakat untuk tetap waspada terhadap ancaman penularan varian baru  virus corona. Menurut Wiku Adisasmito, 3 mengatakan bahwa ancaman varian baru covid-19 tidak hanya berasal dari luar Indonesia, namun bisa terbentuk didalam negeri.Semua virus termasuk virus SARS Cov-2 penyebab covid-19 mengalami perubahan terus-menerus. Fakta ini merupakan pengingat bahwa virus akan terus bermutasi selama virus masih ada dan beredar dimasyarakat. Pemerintah selalu menekan angka kasus infeksi melalui berbagai kebijakan secara menyeluruh. Dengan semakin rendahnya penularan yang terjadi dalam masyarakat maka semakin kecil pula kemungkinan virus mengalami perubahan varian baru. Jenis varian covid-19 dibagi menjadi 2(dua) kategori  utama yaitu varian yang menjadi perhatian (varian of concern /VOC) dan varian yang diamati (varian of interest/VOI), varian menurut voc  merupakan varian yang sudah terbukti, mengalami perubahan karakteristik, seperti lebih menular, meningkatkan keparahan gejala, menurunkan efektifitas kekebalan tubuh, menurunkan akurasi alat diagnostik, atau menurunkan sfektifitas obat dan terapi. Saat ini ada 4 (empat) VOC yang perlu menjadi perhatian yakni Alpha, Beta, Gamma dan Delta yang penularannya cepat.Jenis varian covid-19 dapat dicegah penularannya apabila adapemutus rantai penularan. Hal ini bisa dilakukan penanganan secara menyeluruh, semua wasapada dan taat terhadap protokol kesehatan dan selalu mengindahkan peraturan dari pemerintah untuk ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga diperlukan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah , masyarakat dan stake holder yang ada. Pemerintah menugaskan berbagai aparat yaitu dengan tujuan untuk dapat menekan adanya penularan covid-19 secara dini. Disamping masyarakat harus taat kepada himbauan pemerintah dan  dipihak lain pemerintah harus membantu dalam kehidupan masyarakat yang terkena dampak tersebut. Sehingga masyarakat merasa dibantu dan kebutuhannya bisa meringankan beban yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini terkait dengan pandemi Covid-19, perlu penanganan secara cepat dan perlu adanya ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.
Perumusan Masalah 
Bagaimana pelaksanaan regulasi pengaturan penerapan hukum dalam penanganan covid -19 di Indonesia ?
Bagaimana regulasi pengaturan penerapan hukum untuk penanganan Covid-19 dimasa depan?
Tujuan Penelitian 
Penelitian secara yuridis normatif yaitu menggunakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan-bahan hukum sekunder , yaitu peneliti ingin mengetahui sejauh mana regulasi pengaturan dalam menangani pandemi Covid -19.
METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti disini menggunakan bahan hukum skunder yaitu peraturan perundang-undangan yang ada dalam penanganan pandemi Covid-19 serta bahan hukum pustaka lainnya seperti bahan seminar Internasional yang berjudul ” Towards A New Era In The Legal Order After Pandemic “  yang telah dilaksanakan oleh  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dengan melibatkan  lintas negara Universitas Kebangsaan  Malaysia, Hankuk University South Korea, JawaHarlal Nehru  University  India, Universidade Nacional Timor Lorosae Timor Leste  dan Governor Of  Lemhanas Republik Indonesia .  
3 Wiku Adisasmito, 2021, Satgas Penanganan Covid-19, oleh newswire 11 September 2021 02.19 WIB. https://kabar24.bisnis.com>red, (diunduh 11 September 2021, 17.00 WIB). 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penanganan Pandemic  Covid-19 oleh Pemerintah 
Covid-19 adalah suatu virus yang bisa mematikan, sehingga harus dicegah penularaanya dengan tujuan untuk memutus penyebaran mata rantai Covid-19. Hal ini sudah merupakan suatu pandemic yang ada diseluruh dunia sehingga bersifat mengglobal. Semua negara ingin mengatasi pandemic Covid-19 ini dengan cara yang maksimal. Metode atau cara mengatasinya sangat bervariatif dimasing-masing negara yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Pandemic Covid-19 belum ditemukan obatnya sehingga hampir semua negara untuk berlomba-lomba menganalisa dan berinovasi untuk mencarikan obatnya. Dalam hal ini lebih baik mencegah dari pada mengobati karena obatnya belum diketemukan oleh para ahli.  Sejalan dengan hal ini untuk mencegah menularnya Covid-19 di Indonesia sudah dimulai dengan cara protokol kesehatan (Prokes) atau healt protocol . Kepada  warga masyarakat agar mengindahkan 5(lima) M yaitu :
a. Menjahui keramaian/ kerumunan ( Stay away from the crowd)
Menjauhi tempat-tempat yang ramai dan jangan berkerumun.
b. Jaga Jarak (Keep the distance)
Dihimbau agar selalu jaga jarak yaitu dengan jarak 1,5 M 
c. Mencuci tangan (Washing hand)
Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun setiap bepergian
d. Memakai masker (wearing a mask)
Dihimbau agar selalu pakai masker, karena menurut para ahli Covid-19 dapat menular melalui doplet.
e. Membatasi Mobilitas (Limiting mobility)
Dihimbau agar mengurangi mobilitas, keluar jika sangat perlu dan bekerja secara Work from home (WFH)
Bagi masyarakat yang sudah terkena covid-19 yaitu bisa karena sudah ada gejala dari bawaan penyakit seperti diabets, darah tinggi, paru-paru (asma) dan terkena covid-19 tanpa gejala. Bagi yang positif terkena karena ada penyakit bawaan agar segera ditangani dokter di puskesmas atau di rumah sakit terdekat sedangkan bagi yang tanpa gejala agar bisa isolasi mandiri (Isoman).  Hal-hal yang perlu dilakukan dalam isolasi mandiri (Isoman) adalah sebagai berikut :
a. Dengan cara menghubungi layanan kesehatan atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes.
b. Taati prosedur pelacakan kontak untuk menghentikan penyebaran virus.
c. Jika tes tidak tersedia, tetaplah dirumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain termasuk jika /ketika perlu perawatan medis
d. Cuci tangan secara rutin diair yang mengalir dan pakai sabun.
e. Gunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga lain, dan jika tidak memungkinkan selalu pakai masker medis.
f. Pastikan ventilasi ruangan selalu baik dan ada pergantian udara.
g. Jika menggunakan kamar bersama dengan orang lain, agar diberi jarak 1(satu) meter.
h. Amati diri anda sendiri ada gejala atau tidak selama 14 (empat belas) hari.
i. Dan segera hubungi penyedia layanan jika terasa sulit bernafas, sulit berbicara, bergerak, bingung, atau merasakan nyeri didada dan tidak merasakan pembau dalam penciuman.
j. Tetap berinteraksi melalui telp dan berolah raga.

Cara mengatasi Covid-19 secara mandiri yang paling penting adalah dengan selalu memantau kondisi kesehatan dan gejala. Selama isolasi, pasien disarankan untuk mengukur suhu badan/tubuh dan memantau saturasi oksigen . Organisasi kesehata dunia (WHO) juga telah mewajibkan pasien Covid-19 yang isolasi mandiri (Isoman) agar memiliki oksimeter. Dalam hal ini tidak saja yang terkena Covid-19 saja dan bagi masyarakat yang berkomunikasi fisik atau kontak langsung dengan pasien yang terkena Covid juga harus Isolasi mandiri (Isoman). Menurut Dadan Umar Daihani,DEA,4 Covid -19 tidak hanya menginfeksi manusia tapi juga ekonomi (Covid-19 not only infects human beings, but the economy as weel). Hal ini merupakan suatu dilema bahwa disuatu sisi kita harus memutus mata rantai penularan Covid-19 , disisi lain  harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara ekonomi kita harus hidup serba kecukupan dan dari segi kesehatan sebagai warga negara  harus hidup sehat, karena kesehatan adalah hak asasi manusia. Belum dari bidang pendidikan dan sosial lainnya, yang selalu terkena dampaknya. Dalam penanganan Covid-19 Pemerintah memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat baik tunai maupun non tunai. Dibidang pendidikan misalnya Kementerian Risert dan tehnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  (Kemenristek dikti) memberikan bantuan pulsa bagi mahasiswa dan tenaga pendidik yang melakukan pendidikan melalui daring. Bantuan sosial yang diberikan kemasyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program jaringan pengaman sosial (JPS) dalam rangka penanganan dampak Covid-19, kepada pengusaha  Bantuan Langsung Tunai  Usaha Mikro Kecil Menengah (BLT UMKM).4 Pemerintah melakukan pengetatan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali hingga 20 juli 2021. Seiring dengan hal tersebut pemerintah masih menyalurkan bantuan sosial untuk sejumlah kalangan yang terdampak Covid-19. Diantaranya para masyarakat miskin,  pelaku usaha UMKM, hingga korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 4 (empat ) bantuan tersebut yaitu subsidi listrik, Bantuan Langsung Tunai  Usaha Mikro Kecil Menengah (BLT UMKM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  atau Bansos Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan tersebut terasa bagi masyarakat untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bantuan sosial sudah dilakukan terutama untuk orang miskin dan yang terdampak pandemic Covid-19. Hanya pelaksanaan dimasyarakat terkadfang kurang tepat sasaran yang seharusnya yang menerima orang miskin dan yang menerima orang yang cukup dan tidak miskin sehingga harus ada revisi data penerima bantuan sosial tersebut.







3 Dadan Umar Daihani, DEA , 2021, Webinar International A New Era In The Legal Order , Universitas 17 Agustus 1945 Semarang,  Lemhanas Republik Indonesia, Jakarta.
4Ahmad Naufal Dzulfaroh, 2021, Bansos yang masih cair bulan juli 2021, http://www.kompas.com>read, (diunduh 11 September 2021, 19.50 WIB)
Regulasi Pengaturan Penerapan Hukum Penanganan Covid-19 di Indonesia 
Penerapan hukum penanganan Covid-19 dalam pelaksanaannya tidak bisa lepas dari cara pengaturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Begitu juga di Indonesia selalu tunduk pada hukum positip yang berlaku pada saat sekarang. Dimulai dari Peraturan perundang-undangan yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 , Undang-Undang dibidang Kesehatan atau Undang-Undang Karantina, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, sampai dengan Peraturan Daerah ditingkat Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Sejalan dengan hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Sementara itu peraturan perundang-undangan  adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum undang-undang ini memuat pokok-pokok ketentuan yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan perundangan. Ketentuan ini disusun secara sistematis yang meliputi asas pembentukan perundangan, bahwa peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selanjutnya berturut-turut antara lain pokok ketentuan tersebut adalah jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, pembahasan dan penetapkan rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, pengundangan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lain serta penutup. Selain pokok-pokok ketentuan tersebut, undang-undang ini menyertakan pula dalam lampiran mengenai contoh dan bentuk peraturan perundang-undangan.5 Ketentuan dalam pelaksanaanya bahwa secara hierarki, untuk peraturan yang ada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya. Untuk berjalannya suatu peraturan perundang-undangan agar undang-undang tersebut dapat bekerja secara efektif harus ada peraturan pelaksanaannya. Sehingga peraturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan masyarakat merasakan adanya kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Sehingga masyarakat sebagai budaya hukum patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Karena untuk bekerjanya hukum tergantung dari adanya 3 (tiga) elemen pokok yaitu Substansi of law, Struktur of law dan cultur of law. Dari ketiga elemen tersebut harus dapat berjalan atau bekerja secara bersama-sama untuk dapatnya menegakkan hukum. Dengan sistem hukum inilah kemudian apa yang dikehendaki oleh pemerintah beserta warga negaranya bisa berjalan efektif.



5https://www.kebijakanaidsindonesia.net>... (diunduh 12 September2021 pukul 08.00 WIB).  
Peraturan yang diberlakukan pemerintah Indonesia untuk menangani Covid-19 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan  ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2018 dalam Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128.
2. Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan Vaksin dan pelaksanaannya dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ditetapkan tanggal 09 Februari 2021 berlaku mulai tanggal 10 Februari 2021, Lembaran Negara Tahun  2021 Nomor 66 .
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019.
5. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 7 Januari tentang Satuan Tugas  Penanganan Covid-19  Propinsi DKI Jakarta.
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020  tentang penanggulangan penyakit menular di Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan di Semarang tanggal 24 Juli 2020 dan diundangkan pada tanggal 24 Juli 2020 oleh sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah , Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25.
7. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Banyumas. Ditetapkan 08 Januari 2021 diundangkan tanggal 08 Januari 2021 dan mulai berlaku tanggal 08 Januari 2021.6 

Berdasarkan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan Kabupaten/kota menunjukan bahwa Indonesia dalam penangan dan penanggulangan serta pencegahan COVID-19 agar tidak menular,  benar-benar serius dalam pengaturan regulasinya. Dimulai dari protokol kesehatan (prokes), vaksinasi dan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok baik tunai dan non tunai yang dilakukan disegala sektorseperti pendidikan (bantuan pulsa), dalam masyarakat (Bansos PKH, BLT UMKM, subsidi listrik dan lain sebagainya), dan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hal ini merupakan bentuk program pemerintah untuk mengatasi Pandemi Covid-19 agar tidak menular dan tidak merugikan masyarakat dibidang kesehatan. Kebijakan pemerintah yang telah diambil yaitu suatu program untuk kesejahteraan masyarakat, ketika kesehatan dari pandemi Covid-19, sudah bisa teratasi tinggal memulihkan ekonomi di Indonesia sehingga ekonomi bisa tumbuh berkembang sesuai dengan new normal.




6 Sekretariat Website,2021, JDIH BPK RI, Subroto Ditama Binbangkum-BPK RI Jalan Gatot Subroto 31  Jakarta Pusat,https://peraturan .bpk.go.id>Details (diunduh 12 September 2021,  pukul 09.00 WIB).
Tentunya dalam menerapkan program-program pemerintah di Indonesia tidak sedikit masyarakat yang pro dan kontra terhadap program tersebut. Di Indonesia tidak mengenaladanya Lock down tidak seperti dinegara-negara lain yang kegiatan ekonominya dihentikan secara total. Karena dengan lock down secara ekonomi terutama peredaran dan kegiatan ekonomi akan menjad beban pemerintah pusat, dengan pertimbangan karena luas wilayah yang terdiri berbagai pulau dan suku yang tersebar dari sabang sampai merauke, dan penduduknya besar, kalau diberlakukan , kegiatan sosial masyarakat terhenti, ekonomi akan kebutuhan pokok harus dicukupi dan akhirnya memberatkan pemerintah. Sebagai pengganti lock down untuk memutus mata rantai Covid-19, pemerintah memberlakukan suatu pengetatan dengan tujuan ekonomi masyarakat jalan, dengan cara membatasi mobilitas kegiatan masyarakat dengan cara testing , tracing dan treatment. Testing yaitu pemeriksaan dini, tracing (pelacakan), dan treatmen (perawatan) dengan demikian pemerintah Indonesia lebih fokus terhadap penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dan agar ekonomi masyarakat tetap jalan maka diterapkan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pelaksanaan PSBB ada yang pro dan kontra terutama hal ini oleh masyarakat golongan ekonomi lemah atau masyarakat miskin yang mata pencahariannya sebagai buruh dan upahnya kecil. Masyarakat miskin yang bekerjanya buruh pabrik dikenal dengan istilah No work No pay yaitu buruh tersebut kalau tidak bekerja maka tidak dibayar, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus tetap bekerja. Dalam bekerja menuju pabrik jauh misalkan pabrik berada diibukota Jakarta dan DKI Jakarta menerapkan PSBB yang ketat sehingga tidak bisa menerobos jalan yang dijaga ketat oleh Satuan Tugas Covid -19 yaitu terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), POLRI, dan TNI serta aparatur bidang Kesehatan. Hal ini sebenarnya hadir untuk membantu masyarakat agar tidak tertular Covid-19, akan tetapi karena tuntutan hidup yang harus dipenuhi untuk kebutuhan makan sehari-hari maka terjadi pelanggaran. Karena dengan program kebijakan PSBB dianjurkan agar ada pembatasan kegiatan yaitu Work from Home (WFH), keluar apabila sangat penting, pendidikan tidak boleh tatap muka tapi dilakukan secara daring yaitu merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online termasuk tes. Setelah dilaksanakan dengan istilah pengetatan kegiatan sosial melalui PSBB, ternyata Corona masih juga belum menurun kasusnya, maka dengan evaluasi dan monitoring oleh pemerintah diperketat lagi dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  yang diberlakukan di Jawa- Bali. Dalam PPKM lebih ketat dari pada PSBB, terutama dilakukan diwilayah atau daerah yang penularan Covidnya tinggi yaitu di Pulau Jawa dan Bali. Dalam hal ini diberlakukan jam malam, masyarakat kegitannya dibatasi, tidak boleh berjualan dikaki lima, warung makan dibatasi buka sampai dengan jam 21.00 WIB, termasuk hotel, lokasi wisata ditutup, dan kalau berpergian harus bawa surat anti gen atau rapid tes , diperbatasan wilayah propinsi dijaga ketat oleh satgas Covid-19, berpergian harus protokol kesehatan, seperti contoh harus pakai masker dan apa bila melanggar dikenai sanksi sosial, yaitu push up, atau membersihkan jalan dengan cara menyapu jalan. Hal inilah yang menimbulkan berbagai kontradiksi didalam masyarakat padahal tujuannya untuk memutus mata rantai Covid-19. Disamping cara-cara tersebut Pemerintah juga untuk kekebalan tubuh atau imunitas menggalakan program vaksin masal dan gratis, disamping perusahaan swasta maupun BUMN membuat program vaksin gotong royong. Ini semua adalah bentuk pemerintah untuk mencegah adanya pandemi Covid-19.

Menurut Dadan Umar Daihani,DEA,7 didalam webinar seminar nasional yang berjudul Webinar International Toward A New Era In The Legal Order, Covid -19 not only infects human beings, but the economy as well, The Dilemma , On one side we have to stop many activities in order to break the chain of infection. On the other side, we have to provide what our people need, such as decent healthcare, food, and also energy, which are higly needed in this time of pandemic. Meanwhile, economic growth slows and income drops significantly.
Sejalan dengan yang disampaikan dalam webinar International yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2021, memang Covid-19 sangat berbahaya dan tidak hanya menginfeksi terhadap manusianya saja akan tetapi semua kegiatan ekonomi menjadi terhambat bahkan tidak jalan. Hal ini memang merupakan suatu dilema bagi dunia khususnya juga pemerintah Indonesia disatu sisi kita harus menghentikan banyak kegiatan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 , namun disisi lain kita harus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, seperti kesehatan yang layak, makanan harus cukup, dan juga energi yang sangat dibutuhkan dimasa pandemi ini. Sementara pertumbuhan ekonomi melambat dan pendapatan turun secara signifikan. Covid-19 harus bisa teratasi dengan baik melalui regulasi pengaturan penerapan hukum dalam penanganman CoVid-19 di Indonesia. Oleh karena itu maka tugas pemerintah sangat berat dan membutuhkan peran masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 dengan cara memutus mata rantai penularan. Sehingga masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan, segera vaksin dan patuh serta taat kepada semua peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Karena budaya hukum sangat penting, sebaik apapun peraturannya tanpa diindahkan dan ditaati oleh masyarakat, hukum tidak bermakna dan kurang efektif, karena hukum dibuat agar masyarakat tertib hukum dan taat mengikuti regulasi pengaturan yang berlaku. Menurut Dadan Umar Daihani, DEA, 8 mengatakan bahwa; We need the New Legal Order.The Future Challenge, New Order, Government, Social system, political system, economy order, education system, trade. Technological developments. We must rearrange the order of various lives in order to deal with various changes. The Covid-19 Pandemic. Sejalan dengan pendapat tersebut kita membutuhkan tatanan hukum yang baru, untuk menuju tantangan masa depan, yaitu dengan menempatkan segala sesuatu yang baru maka peran pemerintah membutuhkan sistem sosial, adanya kebijakan politik, tatanan ekonomi, sistem pendidikan, bisnis atau perdagangan yang harus saling mendukung untuk menuju era baru. Disamping itu adanya perkembangan tehnologi yang dihadapkan dengan masa pandemi Covid-19, maka kita harus mengatur ulang tatanan diberbagai kehidupan untuk menghadapi berbagai perubahan. 









7Dadan Umar Daihani, DEA, 2021,  Adjusting the Legal Order Toward A New Normal as the Impactc of The Technological Development and Pandemic COVID-19 (The Homework’s of mankind), Webinar International Toward A New   Era In The Legal Order , Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.
8 Ibid.

KESIMPULAN DAN  SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Permasalahan yang ada dan pembahasan tentang  regulasi pelaksanaan  pengaturan dalam penerapan hukum pada penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi secara global khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah baik pusat maupun daerah sudah memiliki regulasi pengaturan dalam penerapan hukum tentang penanganan pandemi Covid-19, namun belum efektif karena belum bisa menerapkan sanksi yang tegas dalam penegakkan hukum dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi sosial dan denda administratif,  sehingga bagi pelanggar terhadap peraturan tidak menjadi jera.
2. Regulasi pengaturan dalam penerapan hukum dimasa yang akan datang harusnya lebih tegas yaitu dengan penerapan sanksi tegas, seperti diatur dalam Undanmg-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Karena didalam Permenkes dan Perda tidak diatur sanksi pidana.


Saran/Rekomendasi

1. Penegak hukum agar menerapkan hukum dilapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak ada diskriminasi dalam penerapan  hukum, sehingga terdapat kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Masyarakat sebagai warga negara yang baik agar mentaati dan patuh terhadap hukum positif yang berlaku sekarang, karena budaya hukum yang ada didalam masyarakat akan mempengaruhi terhadap sisten hukum yang ada serta mempengaruhi terhadap bekerjanya hukum.
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